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Abstrak

Era kebangkitan konsumerisme telah nyata baik secglobal maupun
nasional dengan dikeluarkannya Undang-undang Non&r Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Demokratisasi dangpatan hak-hak sipil
warga negara menjadikan konsumen berkehendak kenasmperbaiki
bergaining powernya di hadapan pelaku usaha danepgntah. Sudah bukan
jamannya lagi pelaku usaha menempuh segala carg yaak jujur, mereka
bisa digugat melalui class action.

Kata kunci : Bergaining power konsumen.

PENDAHULUAN

Harus diakui bahwa persoalan perlindungan konsutredom menjadi
wacana bersama masyarakat di Indonesia, yang meaberstatus sebagai
konsumen. Hal ini memang tidak terlepas dari keadisn situasi sosial politik
dan ekonomi di Indonesia pada 3 dekade terakhiyang lebih memposisikan
kalangan pelaku usaha sebagai "mitra” penguasad(petah) yang untuk dan
atas nama pertumbuhan ekonomi cenderung meninggd&asumennya dalam
ketidakberdayaannya. Dengan kata lain konsumengaebadividu (subyek
hukum) tidak dapat tempat yang memadai dalam upayawujudkan

kesejahteraan masyarakat pada umumnya melaiiakiziih diposisikan sebagai
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komoditas ekonomi yang terus menerus dijadikandisas tembak” pelaku utama
dalam pemupukan modal dan peningkatan keuntungamsbbaik yang dilakukan
badan usaha milik negara maupun (apalagi) danasedsta.

Keadaan ini makin diperburuk dengan rendatpuojdical will untuk lebih
memberdayakan konsumen. Dalam hal ini salah satg ykpat ditunjukkan
adalah komitmen yang sangat terlambat dalam memegentingnya keberadaan
antara hukum perlindungan konsumen. Bahkan ketéwtpran itu telah ada,
kehendak untuk menerapkan dan menegakkannya puin nesshat setengah
hati.

Era otonomi daerah yang sudah efektif berlakundastem pemerintahan
negara Indonesia sekarang ini, merupakan suatu mtameyang tepat untuk
merumuskan kembali berbagai hal yang terkait dengeya pemberdayaan dan
perwujudan kesejahteraan masyarakat (baca : komju@&eh karena itu tulisan
ini diharapkan tidak hanya berhenti sampai disieiaimkan akan ditindaklanjuti
dengan berbagai kebijakan (pemerintah daerah) gangumer orientedserta
melahirkan makin banyak pihak yan@oncern pada persoalan-persoalan
konsumen di Indonesia.

Dalam tulisan ini bagian pertama akan dicoba memkam perkembangan
issueperlindungan konsumen di tingkat global dan dioimekia dan bagaimana
pemerintah sekarang ini berupaya mengambil berbagjajakan terkait dengan
hal itu serta prospek perlindungan konsumen dined@ berdasarkan Undang-

undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungaisimen.
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Pengertian Konsumen

Konsumen secara harfiah mengandung pengertiagagemakai barang
dan jasa yaitu barang dan jasa yang dihasilkan dipaoduksi oleh produserm (
customer is an individual who purchases, or hasdhpacity to purchases, goods
and service offered for sale by marketing institatin order to satisfy personal or
household needs, wants or desire®dangkan produsen diartikan sebagai setiap
penghasil barang dan jasa yang dikonsumsi olelk @iteau orang lain. Sedangkan
dalam kamus, konsumen diartikan sebagai mereka yemggunakan (pemakai
atau pengguna) barang atau jasa yang dihasilkam dahan atau barang atau
mengelola suatu jasa untuk digunakan oleh pihak (konsumen). Selanjutnya
katakonsumen itu sendiri berasal dari bahasa BelaKad@msumenyang oleh ahli
hukum telah disepakati berarti sebagai pemakaki@radari benda atau jasa
(witenindelijk gebruiker van gorden en diegtgrang diserahkan kepada mereka
oleh pengusahafdenemey. (Mariam D Badaruzaman dalam BPHN, 1990).

Meskipun artikonsumen yang sebenarnya adalah pemakai namun di
Amerika Serikat kata konsumen dapat diartikan leloidis lagi yaitu sebagai
korban pemakai produk yang cacat baik korban tersebut pembeli bukan
pembeli akan tetapi pemakai. Sedangkan di negajaraeanggota Masyarakat
Ekonomi Eropa pengertian konsumeansumersidak dijabarkan secara rinci.

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut diatast d@piaskan bahwa
konsumen pribadi yang menderita kerugian akibatgb@mn produk yang cacat

untuk keperluan pribadinya (Prasetyo Hadi, 1997).
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Jadi konsumen yang dapat memperoleh kompensasikatagian yang
dideritanya adalah produk cacat untuk keperluahaginya (Agus Brotosusilo,
1992). Sementara Undang-undang Nomor : 8 tahun 1€%8ng Perlindungan
Konsumen yang terdiri dari 15 bab dan 65 pasalg@eian dariperlindungan
konsumen tampaknya diartikan dengan cukup luas yang temvuglalam
kenyataan :

"segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukumtuk

memberikan perlindungan hukum kepada konsumen”.
Pengertian itu diparalelkan dengan definisi konrsuyaitu :

"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yangséeiia dalam

masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, leefa, orang lain

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagean”. (Gunawan

Widjaja,Ahmad  Yani, 2000 : 5).

Pernyataartidak untuk diperdagangkagang dinyatakan dalam definisi
dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalamgaie pengertiarpelaku
usaha yang diberikan oleh undang-undang dimana dikatakahwa yang
dimaksud dengan pelaku usaha menurut pasal 1 n@madalah :"setiap
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbefta#tan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatltam wilayah bukan
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun &®ssama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalarbdggai bidang ekonomi”.

Ini berarti tidak hanya para produsen pabrikargyarenghasilkan barang

dan jasa yang tunduk pada undang-undang perlindukgasumen melainkan
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juga para rekanan termasuk para agen, distrib@da garingan-jaringan yang
melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasassandp dan/jasa kepada

masyarakat luas selaku pemakaian dan/atau pengguaag dan/atau jasa.

Perlindungan Konsumen di Tiangkat Global dan di Indonesia
Di dunia internasional, secara tradisionq@rlindungan konsusmen
"ditampakkan”. Sebagai fenomena sosial politik darkum dari masyarakat
makmur the affluent society). Namun sekarang, sudah menjadi fenomena
universal, baik di dalam masyarakat modern maumdaberbagai masyarakat
yang lain. Secara internasional majelis umum PBRBhtenengeluarkan satu
resolusi tentang "United nation Guidelines for Qaner Protection” sejak tahun
1985 dan bahkan telah diperluas tahun 1999 yang Taljuan Guidelines ini
adalah :
a. To assist countries in achieving or maintening adgq protection for
their population as consumer.
b. To facilites production and distribution patterngesponsive to the
needs and desires of consumers.
c. To encourage high level of ethical conduct for thangaged in the
production and distribution of goods and serviceomsumers.
d. To assist countries in curbing abusive businessctores by all
enterprises at The national and international levethich adversely
affects consumers.

e. To facilitate the development of independent coessigroup.
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f. To further international cooperation in the fieldf oconsumers
protection.

g. To encourage the development of market conditiorichwiprovide
consumers with greater chice at lower prices.

h. To promote sustainable consumption.

Resolusi ini selanjutnya mengharuskan setiap negarggota untuk
mengembangkan kebijakan perlindungan konsumen yarmag. Hasil yang
diharapkan adalah :

a. The protection of consumers from hazards to thealth and safety.

b. The promotionand protection of the economic inteoésonsumers.

c. Access of consumers to adequate information to landifem to make
informed choies to individual wishes and needs.

d. Consumer education, inekuding education on thje irenmental
social and economic impact of consumers choice.

e. Avalilability of effective consumers redress.

f. Freedom to from consumerand other relevant groupooyanzations
and the opportunity of such organizations to préstreir views in
deciszion-making processes affecting them.

g. The promotion of sustainable consumption pattens.

Dalam hal ini tersirat ada pengakuan bahwa consymokey tidak lagi
semata-mata dipandang sebagai urusan domestik nasional suatu negara.
Dimana ada konsumen disana harus ada juga (patiag tlalam teori) suatu

legal institutional frameworkintuk melindungi mereka. Ini meliputi perlindungan
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baik konsumen yang kaydadqh consumermaupun yang miskirppor consumer
terinformasi atau Informed consumer maupun yang tidak terinformasi
(uninformed consumgrdan konsumen di negara majdeyeloped countrig¢s
maupun konsumen di negara yang masih berkembassgrdevelopedcountries
Mengenai keadaan perlindungan konsumen di negayaadersebut, S. Sothi
Rachagan menyatakan bahwa :

"most developed countries have suitable legislatieffective watchdog

government agencies appropiate redress mechanignsafeguard their

consumer, while in less-developed countries, thatrots are non-

existent madequate or unenforted

K ebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan Konsumen

Mengenai hal-hal diatas, pemerintah perlu segen@atisasikan berbagai
hal yang diamanatkan oleh revolusi PBB tentangmmirhgan konsumen. Secara
struktural urusan perlindungan konsumen seharusdgi hanya ditangani oleh
satu departemen saja (baca : DEPERINDAG). Tetagalstnarus didekati secara
lintas sektoral sehingga mampu mengontrol dan maggehi berbagai
pengambilan keputusan pemerintah di berbagai bidarg terkait langsung
upaya pemberdayaan konsumen. Bagaimana juga bbddagg yang terkait
dengan kepentingan konsumen tidak semata-mata eel@dm lingkup tugas
satu departemen, melainkan juga departemen at@ngngain seperti : pertanian,

(menyangkut produk pangan); kesehatan (menyangtaduk pangan dan obat-
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obatan); kehutanan dan perkebunan dan lain-lainbabe lagi di era otonomi
daerah seperti sekarang ini pemerintah daerah haner-benar mencermati hal
itu khususnya dalam pengambilan keputusan ataujakei daerah yang
menyangkut perlindungan konsumen. Janganlah semwta-demi peningkatan
pendapatan daerah, kepentingan perlindungan komsdlikerbankan. Berbagai
kebijakan yang diambil harus dikaji secara lintakteral dan komprehensif
sehingga kepentingan konsusmen tidak dikorbankacarae khusus serta
pemerintah harus mengeluarkan berbagai macam kabijgang berorientasi
pada perlindungan konsumen di berbagai sektor ldmysuperekonomian.

Tak kalah pentingnya, pemerintah juga harus beremgambil keputusan
yang tegas dalam mengontrol dan menerapkan keméjuanpengetahuan dan
teknologi. Perlu dipahami, bahwa di era global semekarang ini pemerintah
harus mengambil kebijakan perlindungan konsumeng y&onkrit untuk
melindungi kopnsumen (warga negaranya) sebagauaatuptama. Seringkali
ketidak tegasan pemerintah dalam hal ini justrunakenyebabkan persoalan
yang muncul makim kompleks dan pada akhirnya sasugatuntuk diselesaikan.
Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kasus lydidtanaman transgenik
sebagai hasil rekayasa bioteknologi di sektor pé&tayang pro dan kontra
bahkan dikalangan aparat itu sendiri.

Disamping itu, kalangan pemerintah dan aktivisagan perlindungan
konsumen belum melihat keseriusan pemerintah dalamemfasilitasi
perkembangan dan aktivitas organisasi konsumen e®penden, sebagaimana

dimanatakan resolusi PBB. Dalam hal ini harus dic&BB mengakui upaya
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perlindungan konsumen sangat dipengaruhi oleh psesta masyarakat sipil
khususnya LSM (baca : NGO) dalarmplementasi Guidelinesentang
perlindungan konsumen.

Sehubungan dengan hal itu, berbagai kebijakan etale harus pula
didukung dengan sarana hukum memadai ldan Enforement yang kuat dan
konsisten, sehingga dapat menaggulangi dan paliltak t membatasi

pergerakan praktek bisnis yang merugikan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Prospek Perlindungan
Konsumen

Pasca dikeluarkanny&uidelinesPBB tentang perlindungan konsumen
banyak negara anggota PBB yang segera meresporgnygard mengambil
langkah-langkah dan kebijakan perlindungan konsyntemmasuk membuat
peraturan perundang-undangan. Dibandingkan denggerar-negara berkembang
lainnya, lahirnya Undang-undang Nomor : 8 Tahun9l8htang Perlindungan
Konsumen di Indonesia relatif terlambat. Sebagaiahbhabandingan, India sudah
mempunyai consumer protection AcTahun 1986 sementara Brasil dengan
Consumer Protection Codera tahun 1990; Philipina denga@onsumer Act
Tahun 1991; Papua New Guinea membemisumer affairs council adahun
1993 dan kepulauan Solomon dengeonsumer protection actahun 1995.

keterlambatan Indonesia dalam merespasolusi PBB tersebut jelas
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menunjukkan bahwa pemerintah (rezim masa itu) ticegmiliki political will
untuk perlindungan konsumen di Indonesia.

Oleh karena itu, sekali lagi lahirnya UU Perlindan Konsumen (UUPK)
mesti dilihat sebagai kecenderungan awal sajaugi@ya perlindungan konsumen
di Indonesia secara menyeluruh. Artinya, masih lzetzerapa faktor internal dan
eksternal dari hukum yang akan berpengaruh dan mewperwujudan prinsip
perlindungan konsumen di Indonesia (J. Widi Jantd@00).

Faktor-faktor internal hukum antara lain :

1. Menteri Hukum Perlindungan Konsumen
Dalam hal ini, harus diakui bahwa secara substdtiPK masih menyimpan
berbagai kelemahan fundamental yang harus di perbgaitu belum
dianutnya prinsipstrict liability, mekanisme penuntutan ganti rugedress
mechanism)yang belum efektif dan efisien peran Badan Pesg&a
Sengketa Konsumen (BPSK) yang jauh dari prissiall claims courtDalam
hal ini cakupan materi UUPK juga patut dipertanyakatika hal-hal yang
menyangkut pengaturan sektor jasa (khususnya yaagyangkut public
service) tidak mendapat pengaturan yang jelas. Padahabrséki adalah
bidang yang langsung berkaitan dengan kepentingayalx konsumen.

2. Aparat Pemerintah dan Pelaksana Hukum
Sudah menjadai rahasia umum bahwa kinerja apafdakgama hukum di
Indonesia masih memprihatinkan. Oleh karena itu,larda rangka
implementasi UUPK perlu pemahaman yang menyeluragi baparat

pemerintah dan pelaksana hukum akan arti pentiptéeimentasi tersebut.
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Siapakah pengacara, polisi, jaksa serta hakim yamgerapkannya ? Mereka
perlu segera memahami bahwa peran mereka sandadlsdr dalam ikut
mewarnai perkembangan konsumerisme dan upaya-ugsgrindungan
konsumen di Indonesia. Disamping itu, harus dikgta Good
Governancesehinggd.aw Enforcemenimenjadi efektif dan efisien.
3. Sarana dan Prasarana Hukum
Implementasi UUPK mau tidak mau harus difasilitdgingan baik, tanpa
sarana dan prasarana yang cukup, UUPK ini akamaledetengah-setengah
akhirnya tidak efektif. Memang semuanya itu addda&ya €os), namun cost
itu tetap harus diperhitungkan dalam rangka perdagu keadilan social
dalam hubungan bisnis. Bukankah selama ini cosf \@esar juga sudah
dikeluarkan pemerintah untuk kesejahteraan pelakbai?
4. Masyarakat dan Budaya Hukum
Harus diakui pula bahwa konsumen di Indonesia mashgat rendah
kesadaran hukumnya. Rendahnya kesadaran hukumeimang tidak dapat
dilepaskan dari berbagai kelemahan yang ada padsukwen, sebagaimana
telah diuraikan diawal. Maka upaya untuk memberkagskonsumen dengan
berbagai program pendidikan kesadaran konsumers lsgera diagendakan
dan dilaksankan. Patut dicacat bahwa konsumen mgmapuhak untuk
memperoleh pendidikan guna meningkatkan kesad&emlak-haknya.
Adapun faktor eksternal hukum itu meliputi antdean kebijakan-

kebijakan di bidang ekonomi, sosial politik dan gheiikan dan lain-lain. Jelas
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bahwa faktor eksternal dari hukum inipun sangat enarkan efektivitas

implementasi UUPK.

Kalau dilihat dari materi hukum yang ada dalam UURap harus diakui

bahwa terdapat cukup banyak kemajuan yang beragii konsumen dibanding

sebelum undang-undang ini lahir. Diantara kemajtitaantara lain ditegaskannya

hak-hak konsumen sebagaimana dimuat dalam pasdPKWdebagai berikut :

Hak konsumen adalah :

a.

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan deagkonsumsi

barang dan atau jasa.

Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta eqgat#lan barang dan /
atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisiasjaminan yang

dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur reeag kondisi dan

jaminan barang dan / atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atangatan / atau jasa
yang digunakan.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dayaipenyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikarukoas.

Hak untuk dipelakukan atau dilayani secara benar jdpr serta tidak

diskriminatif.
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h.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi datad penggantian,
apabila barang dan / atau jasa yang diterima sdakai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

Seperti dikektahui secara historis hak-hak konsumiigleklarasikan di

Amerika Serikat pada tahun 1962 oleh Presiden AmeBerikat pada waktu itu

(J.F. Kennedy) yang meliputi :

1.

2.

The right to safety;
The right to choose;
The right to informed;
The right to heard.

Dalam perkembangan lebih lanjut ditingkat internald®BB merumuskan

hak-hak konsumen sebagai berikut :

1.

2.

The right to safetyu and health;
The right to economic interest;
The right to informed choice;
The right to education;

The right to redress mechanism.

Oleh karena itu ketentuan pasal 4 UUPK sedikit banglah mengakui

hak-hak konsumen yang dianut secara internasional.

Disamping itu UUPK ini juga cukup sarat memuaategyan praktek niaga

negatif yang banyak hak akan bermuara pada timbukerugian konsumen.

Lebih dari pada itu, satu prinsip yang cukup mejilan bagi konsumen adalah

prinsip pembuktian terbalik sebagaimana yang tetrdatam pasal 22 UUPK.
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Meskipun demikian, prinsip ini masih akan menimlamkmasalah besar bagi
konsumen ketika produsen/pelaku usaha (denganasé&gébihannya) mampu
membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kalau haltémjadai, maka konsumen
sebagai penggugat akan “gigit jari” dan bebaslalakpeusaha dari tanggung
jawabnya. Patut dicermati bahwa pasal 22 UUPK nmgnsaidah “direformasi”
(dengan kemungkinan jaksa membuktikan kesalah pelatha) namun itu hanya
berlaku jika konsumen menuntut melalui proseduninolidana.

Hal lain yang nyata dalam UUPK adalah parinsigbility based on fauft
seperti dinyatakan dalam pasal 19 dan pasal 22 Ul$eKerti telah disinggung
diatas, salah satu persoalan mendasar konsumeika(Kegrhadapan dengan
pelaku usaha) adalah ketidakseimbangan kedudulatada keduanya, baik dari
sisi ekonomi maupun dari sisi pendidikan/pengetahumaupun dari sisi
bargaining power Maka tampak bahwa UUPK belum sungguh-sungguh mau
melindungi konsumen karena pelaku usaha masih samgagkin untuk berkelit
dengan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dalamiri patut dicatata
produk-produk yang dipasarkan melalui atau dengamggunakanrhigh tech
dalam banyak hal penguasaan produk itu hanya atfagedaku usaha.

Sangat sulit dimengerti adalah adanya inkonsist®®SK. Tampak
bahwa pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa ksantBP3K adalah final
dan mengikat. Tetapi bagaimana mungkin dapat mupasl 56 ayat (2) yang
memungkinkan adanya keberatan dari para pihakdephputusan yang katanya
final dan mengikat itu ? Aneh bin ajaib ! Sangahuaingkinkan pelaku usaha yang

terkena sanksi administratif dari BPSK akan menderkan keberatannya dan
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menggunakan jalur peradilan umum (bahkan dimungkinksampai ke
Mahkamah Agung) yang pada akhiarnya akan sangak titenguntungkan bagi
konsumen. Untuk itulah dalam upaya penyelesaiagksta konsumen, harus
dicatat bahwa keberadaan BPSK (yang unsur-unsuergiri dari pemerintah,
konsumen dan pelaku usaha) akan tidak banyak membwamfaat dalam upaya

memperjuangkan hak-hak konsumen.

Class Action

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam UUPK &delass action.
Dalam pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK disebutkanwaalgugatan terhadap
tindakan merugikan oleh pengusaha dapat didaftarkéeh sekelompok
konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. Keten pasal tersebut
menjelaskan UUPK mengakui adangi@ss action.Class action diajukan oleh
sekelompok konsumen yang secara serius mendeniggiae dan dapat secara
hukum, mengajukan bukti transaksi yang terjadi rantkonsumen yang
bersangkutan dengan pelaku usaha yang diduga mbatian kerugian.

Dalam masalah gugatatas acatioanemang terjadai perdebatan prisnipiil
hak ini disebabkan karena sistem hukum yang bertikindonesia menganut
sistem Contiental sementara class acation mengsisiem Angli Saxon atau
Common Law (Suksmaningsih : 2000). Dalam era reésinperlu dilakukan
terobosan di bidang hukum untuk dibuat suatu pezattambahan atau perbaikan

hukum acara yang saat ini masih berlaku.a@ugcalass action saat ini sudah
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dilakukan oleh konsumen pengguna elpigi kepada PMBRNA berkaitan
dengan kenaikan harga elpigi oleh PERTAMINA. Searbil konsumen
(penggugat) melalui kuasa hukumnya dari LSM yanggateung dalam
Komite Advokasi Pemakai Anti Kenaikan LPG3 (LPG) nggugat
PERTAMINA (tergugat) dan Dewan Komisaris Pemerintabintuk
PERTAMINA (Tergugat Il) (Kompas 31 Januari 2001).

Lebih lanjut mengenai gugatan secalass action ini tampaknya cukup
akomodatif. Disamping itu, harus diakui bahwa pgaadumum di Indonesia
masih belum familiar dengan prosedlass actionBagaimanapun hukum acara
perdata yang berlaku sekarang ini belum memunghkinkiR dan Rbg tidak
mengenal prosedur ini. Apakah para hakim akan "we&’ dan akan menerima
prosedur baru ini ? Data empiris menunjukkan (kasugkungan hidup dan
listrik) dunia peradilan kita belum menangkap naapsgrlindungan konsumen
didalam prosedutlass actionSehingga bolehlah dikatakan bahwa prosethss
action dalam perlindungan konsumen masih merupakan @abalum dapat
diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dari bebrapa kelemahan UUPK diatas, jelas bahwewkoen Indonesia
masih menghadapi berbagai kendala yuridis yang akanjauhkannya dari
harapan-harapan akan perlidungan konsumen yary beltk. Namun demikian,
keadaan mungkin akan menjadi lebih baik ketika per@h dan dunia usaha
mau dan mampu membuktikan realisasi peran dan ifunggeka dalam
mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif. Bkl hukum hanyalah

salah satu sarana pengaturan dalam masyarakat ?
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PENUTUP

Era kebangkitan konsumerisme telah nyata baikraeglbbal maupun
nasional Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUSNi@ahun 1999) efektif
brlaku dengan segala kekurangan. Di era demoksatien penguatan hak-hak
sipil warga negara, adalah wajar jika kemudian komen berkehendak keras
untuk memperbaiki bargoining powemya dihadapan pelaku usaha dan
pemerintah. Maka bagaimanaun juga Undang-undaniindergan Konsumen
ini harus ditegakkan dalam hubungan-hubungan bidais perdaganagan pada
umumnya demi terwujudnya keadilan. Sudah bukan qaye lagi menjalankan
bisnis dengan menempuh segala cara yang tidak. jiignebih penting lagi,
adalah pemerintah bukan lagi penguasa atas segaldaybisa digugat oleh

rakyatnya.
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